SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

.bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan kemandirian daerah dengan menggunakan/
memanfaatkan kekayaan Daerah yang didasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta
masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan
potensi yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan
kepelabuhanan dalam wilayah Kota Samarinda;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Retribusi
Pelayanan Kepelabuhanan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



Menetapkan

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda
Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Samarinda Tahun 2019 Nomor 09);

. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Samarinda Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor
14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 5);

. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi
Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :



—

N

. Daerah adalah Kota Samarinda;
. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsure penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

. Walikota adalah Walikota Samarinda;
. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas
lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah;

. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat sandar kapal,
naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal
dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

KLASIFIKASI DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Klasifikasi Tarif Retribusi

Pasal 2

Klasifikasi tarif retribusi yang dilakukan penyesuaian adalah Retribusi
Pelayanan Kepelabuhanan Angkutan Sungai.

Bagian Kedua
Besarnya Tarif

Pasal 3

Besarnya tarif retribusi untuk klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2
ditetapkan sebagai berikut :

ANGKUTAN SUNGAI

JENIS PELAYANAN TARIF
(Rp)

1 2 3

a. | Tambat Kapal
- Perahu, Tambangan, Ketinting dan sejenisnya 5.000,00
- Kapal Penumpang, Penyeberangan, Nelayan 5.000,00
- Kapal Penumpang, Barang Antar Kota dan 35.000,00

Kabupaten

- Kapal Angkutan Bahan Bakar Minyak 50.000,00
- Kapal Khusus Tarik Tipe Sungai 50.000,00
- Kapal Khusus Tarik Tug Boat, LCT 75.000,00
- Ponton dan sejenisnya 100.000,00




1 2 3
b. | Tarif Masuk Dermaga
- Penumpang 1.000,00
- Sepeda Motor 2.500,00
- Jeep/Sedan 3.000,00
- Truck/Bus 7.500,00
BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Maret 2021

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 193.

Salinan sesuai dgngan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda

EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 191801 191988031002




